BAB IV

ANALTISIS TENTANGIAJARAN DEMOKRAST DAL'AM AL QUJR'AN

A.*Lembaga Pérmwsyawaratan.dalam Demokrasi Islam

1. Kedudukan danm:. fungsi lembaga Eermuszawaratan

—————— —— T ———— ] —— —————— ] " ————— - ——————— -

Sebabagimana yang telzh kita ketahui bersama bahwa
dalam sistem politik Islam dikenal adanya Kedaulatan tuhan
artinya kedaulatan negara tertinggi dalam semua aspeknya -
hanya berada di tangan tuhan. Hal imil secara berulang -u -
Yang diterangkan dalam al Qur'an bahwa Allah Maha Kuasa .
(al Qur'an, 11 : 107). Penjabaran prinsip imi di kelompok
kan ke dalam komposisi dan: struktur kenegaraam yang di lim
pahkan kepada umat manusia, sebagai wakil dari penguasa ter
tinggi (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 168-169), sebagaimana

-yang telah ditegaskan dalam al Qur'an : : .
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“Alla h telah menjanjikan kepada orang-orang beriman
dan mengejakan kebajikan, bahwa -Dia akan memberikan ke

khalifahan kepada mereka dibelahan bumi ini, sebagai
mana Dia telah memberiakan kekhalifaham kepaga umat

sebelum nya ". (al Qur'an, 2% & 55)

a, Kedudukan majelis syura

Dari ayat di atas dapat difahami dua prinsip dasar

ey
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yaitu €Abul A'la Al Maududi, 1990 : 169) :

1. Oleh karena kedaulatan hanya milik Tuhan saja maka -
siapa saja yang menjadi penguasa dan memerintah sesuai
dengan hukum tuhanmerupakan khalifah dari penguasa ter
tinggi dan tidak berwenang mengerahkan kekuasaan apar

pun kecuali apa yang telah didelegasikan kepadanya.

2. Kehkuasaan untuk memerintah di bumi telah dijanjikan -
kepada seluruh masyarakat mukmin, maksudnya hanya lah
orang-orang berimen tanpa terkecuali yang berhak mene

rima penjelmaan dari kekhalifahan.

Kekhalifahah yang dimaksud adalah bentuk kekhalifa-
han universal, artinya kekhalifahan merupskan hak warga
negara Islam secara keseluruhan. Sehingga kekhalifahan da-
lam suatu negares Islam merupakan kekhalifahan raskyat dan
tidak terbatas kepada satu orang,kelompok atau dan terten
tu saja. Kekhalifahan rakyat inilah yang pada gilirammya
akan membentuk dasar demokrasi dalam suatu negara Islam .
(Abul A'la Al Maududi, 1990 : 282). Pelanggaran ketentuan
ini menyebabkan dicabutnya hak untuk menerima kekuasaan ,
yaitu dianggap kafir (al Qur'an, 24 : 55). Karena itu pe -
merintahannya hanya dapat dibentuk atas izin seluruh masya
rakat muslim atau sebagian besar dari mereka. Pemerintahan
nya tetap dianggap sah sepanjang mesih memperoleh keperca-

yaan seluruh atau sebagian masyarakat muslim.

Namun demikian, demokrasi yang ada dalam Islam lebih
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dikenal dengan demokrasi ilahi (teo demokrasi), Karena ka-
um muslimin telah diberi kedaulatan rakyat yang ferbatas -
di Bowsh pengawasan tuhan, Sehingga semua masalah kenegara
an hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam syari'at
diselesaikan secara mufakat bulat dan konsensus dikalangan
kaum muslimin, sepanjang sesuai dengan tumtunan syari'at dan
tunduk dibawah pengawasan tuhan., (Abul A'la Al Maududi ,
1990 : 160)

Dari ﬁémahaman imi berarti kedudukan lembaga permi-
syawaratam dalam Islam terbatas, majelis syura hanya ditem
patkan dalam sebagai media pemafsir ketemtuan yang telah -
diisyaratkan dalam syarifat. Sedang masalah yang telah je-
las dan terang-terangan dalam nmash syari'at tidak diberi
hak umtuk melaksanakan pertimbangam secara mandiri. Sekali
pun segenap kaum muslimin di penjuru dunia sepakat bulat
untuk mengubahnya. Jadi dengan adanya pengakuam bahwa ke
daulatan hanya milik tuhan, maka kedudukan lembaga kenega-
raan termasuk majelis syura secara otomatis menjadi agen a
tau khalifah tuhan (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 282).
Deklarasi yang menyatakan bahwa megara yang semacam ini
memiliki kedaulatan mutlak sken menjadi komtradiksi dalam
peristilahan, Dalem Islam walaupun ada pemahaman bahwa se-
mua persoalan dan kelangsungan negara bersumber dan bergan
tung pada persetujuesn rakayat, sehingga cenderung dikatzkan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi masih di

sertai suatida pemahaman bahwa kedaulatan itu hanya merupske
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konsekwensi dari penerimaan mereka terhadasp syari'at Ila -

hiyah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat al Qur'an :
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"Katakanlah, wahai tuhan yang mempunyai kerajaan ,
Engka u memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau -
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang
engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau ke
hendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki ,
Di tangan Engkaulah segala kebajikan , sesungguhnya =
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”, ( a1l Qurtan,

3 26 )

Dengan kedudukan semacam ini maka implementasi dalam
kenegaraan, prinsip syura berfungsi sebagai pembatas keku-
asaan yang telah legalisasikan oleh rakyat kepada pemerin
tah. Artinya kekuasaan yang ada di tangan pengussa harus
dikendalikan dengan bermusyawarah lebih dahulu dengan rak-
yat melalui lembaga-lembaga exekutif, yudikatif dan leges

latif,
b. Fungsi majelis syura

Pendelegasian kekuasaan oleh tuhan kepada manusia
secara keseluruhan Jjuga disertai persyaratan, yaitu tang -
gung Jawab moral agar penggunaan Kekuasaan itu harus dise
suaikan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur secara
umum dalam syari'at. Selanjutnya rakyat mendelegasikan ke

kuasaan itu kepada wakil-wakilnya dalam majelis syura uniuk



81

mengurus masala-masalah kenegaraan. Olek karena itu maje -
lis syura memiliki dungsi yang amat penting, yaitu mena-
ngani semus masalah penting negara, seperti perumusan kebi
jaksanaan atau pemberian peruturan flalam berbagai masalah

pemerintaham dan hukum. (Abul A'la Al Maududi, 1990: 250)

Dari persyaratan tersebut maka fungsi legislatif da
ri majelis syura dapat dirangkum dalam tiga fungsi :

1. Menegakkan ketentuan yang diatur secara tegas dalam
syara' menjadi suatu undang-undang.

2. Memutuskan salah satu penafsiran dari pedoman syara’
yang mempunyai kemungkinan interprestasi labih dari sa
tu,

3, Merumuskan hukum suatu masalah yang pedoman dan sifat
dasarnya tidak diatur dalam syara' , sepanjang tidak -

bertentangan dengan Jjiwa dan semangat syari'at.

Dengan demikian fungsi majelis syura dapat dibedakan
menjadi 4 (empat) bentuk (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 94=-

g6), antara lain :
1. Inteepresgtasi

Dalam masalah-masalah yang telah jelas maupun yang
masih samar dalam syara', maka fungsi majelis syura bahkan
umat secara keseluruhan tidak diberi hak untuk mengubahnya
melainkan hanya :

a, Secara tepat dan cermat mencari apa sebenarnya rakum
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tersebut, hakekat dan isinya.

b. Meneniukan makna dan maksudnya.

C. Menyellidiki syarat—syafat yang dikehendakinya dan cara
menerapkan dalam prakteks

d. Menggarap rincian-rinciannya dalam Kasus hukum-hukum- un
tuk penerapan secara langsung dalam praktek sehari -
hari.

e. Untuk menentukan sampai sejauh manakan hukum-hukum ter
tentu dapat dan tidaknya diterapkan dalam situasi dan

kondisi.

2. Anmalogi

Dalam masalah-masalah yang belum digariskan dalam
syaritat, tetapi ada isyarat terjadinya beberapa situasi
yang bersifat analogi, Maka fungsi pembuatan undang-undang
akan menerapkan perintah-perintah., Setelah memahami secara
tepat alasan-alasan yang mendasarimya untuk masalah-masalah
yang benar-benar memiliki hubungan kausal serta menghindari
penerapaﬁeaturan—aturan ini jika tidak ada hubungan sebab

akibat itu.

3, Inferensi

Dalam masalah-masalah yang tidak ada tuntunsnnya -
dalam syari'at tetapi diganti dengen prinsip - prinsip
umum atau pengisyaratan atas kehendak pemberi hukum tentang

apa yang harus digalakkan atau ditutup kemungkinan terjadi
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nya. Maka fungsi majelis syura hanya memahami prinsip -
prinsip syari'at dan merumuskan hukum tentang masalah-masa

lah praktek yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut,

4, Wilesyah legeslasi yang independen

Dalam masalah-masalah yang tidak diungkit - ungkit
oleh syari'at baik berupa pedoman mzupun lisyarat , maka
majelis syura diberi keluasan untuk memutuskan = hukum-hikun
berdasarkan kecenderungan dan pertimbangan -pertimbangan -
mereka sendiri secara mandiri, sepanjang tidak bertentangan
dengan semangat Islam yang benar dan prinsip-prinsip umum

nya.

.B. Urgensi disyari'atksnnya ajaran demokrasi

Pada dasarnya musyawarah merupakan tanggung jawab =
seluruh vang terlibat dalam permusyawaratan. Maka tidak ada
saling menyalah dan lepas dari tanggung Jjawab Jika akibat
musaywarah itu bersifat megatif. Adapun manfaat musyawarah
yang terpenting adalah sebagai media terbaik untuk melatih
kémampuan dan kekuatan, melatih konsultan untuk ikut serta
dalam urusan hukum dan administrsi, di samping untuk menam
bah pengalaman dan ketajaman berfikir dari kegiatannya se
lama mengikuti musyawarah. (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu

Faris, 1987 : 107)

Di samping itu musywarah adalah berfungsi untuk
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mempersatukan umat, dengan menyatunya dari berbagai panda-
ngan maka terciptalah kebahagiaan dan ketentraman dalam
suatu masyarakat. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh
manusia jika diukur dari segi tensinya akan mengalami per-
bedaan. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Dari perbedaan
itulah, maka bagi'orang yang mempunyai IQ yang rendah, re-
sanya sulit untuk memecahkan persoalan yang dihadapi tanpa
bantuan orang lain., Oleh karena itu Islam sangat menganjur
kan kepada umatnya agar senantiasa berjalan di atas garis
kebenaran, sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan :
.r@flrabylﬁmyxbpaﬂmb
"Tidak ada sekelompok kaum yang bermusyawarah Kecu-
ali mereka akan mendapatkan petunjuk dari segala perso

alannya',s ( &l-Jassos, 310 : 344 9

Dari uraian di atas, maka dapat diungkap beberapa
hikmah yang bermanfaat dari mugsyawarah, sebagaimana Yyang
terkutip dari buku Al Agdul Farid 1il Maliki As Said, an =
tara lain ;3 ( DReMuhamad ibdul . godir Abu Faris,1987: 109)
1. Sebagai penolong akal.

2. Di anggap udzur dan tidak tercela’ jika tidak mampu me -
laksanskan hasil konsensus yang di ambil dan dibebankan
kepadanya.

3, Menjadi obyek makian dan celaan Jjika meninggalkan mu -

syawarah dan tidak mempu memperoleh yang dihsjatkan,

4, Sebagai media untuk menyingkap tabiat seseorang atau
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suatu masyarakat.
5. Bertambah pendukung jika berlaku benar dan mendapatkan

maklum Jika keliru.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam musyawarah ini
adalah untuk menwvari kebenaran yang mutlak (kebenaran me-
nurut Allah)atau kebenaran menurut manusia pada umumnya .
Oleh karena itu Ali bin Abi Thslib menyebutkan 7 hal pen
ting delam musyawarah ini, yaitu :

1. Mengambil kesimpulan yang benar.

2., Mencari pendapat.

3. Menjaga kekeliruan .

4, Menghindarkan celaan.

5. Menciptakan stabilitas emosi.

6. Keterpaduan hati.

7. Mengikuti atsar. (Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1987
: 107 )

Pada dasarnya akal pemikiran manusia itu sangat ter
batas, sekalipun orang itu mempunyai kecerdasan yang ting-
gi namun mereka tidak akan mampu melihat suatu masalah dari
semua sudut pandang. Karemanya sudut pandang yang dikemuka
kan oleh masing-masing anggota musyawarah yang mungkin be-
lum terpikirkan oleh yang lain, merupakan bahan pengolahan

untuk mencapai kebenaran atesu mendekati kebenaran.

Karenanya seseorang yaeng memiliki akal cerdas, pPe -
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ngalaman dan pengetahuen yang luas jika memutuskan suatu -
perkara mzka dia akan cenderung bersifat otoriter, Hal yang
demikian itu sangat kurang benar jika dibandingkan de -
ngan jalan musyawarah bersama kaum intelektuszl. Jika di
putuskan secara otoriter tanpa musyawarah dengan orang lain
maka akan dipengaruhi hawa nafsu. Sedangkan seorang yang
telah dipengaruhi oleh hawa mafsunya, maka berarti dia te-
lah menjauhi kebenaran. (Dr. Muhzmmad Abdul Qadir Abu Fa

ris , 1987 : 108)

C. Musyawarah Sebagai Wujud Demokrasi Islam

Menurut Prof. DR. Bonger, yang dimaksud dengan De -
mokrasi adalah suatu bentuk pemerintaham kolektif vang
memerintah dirinya sendiri, sedang sebagian anggotanya me-
ngambil bahagian, baik langsung atau tidak langsung damn
terjamin di dalamnya kemerdekaan rohani dan persamaan hikum
dan anggota-anggotanya diliputi oleh semangatnya.

(BR. Abdur rouf $H., 1970 : 226)

Definisi Bonger imi mengandumg empat unsur ;.PETEME
memerintah dirinya sendiri, kedua anggauta-anggauta turut
mengambil bahagian , ketiga terjaminnya kemerdekaan rohani
dan persamaan, keempat semangat itu telah menjiwai daripa-

da para anggautanya.

Unsur pertama mempunyai arti bahwa golongan yang

menjadi pemimpin tidak lebih tinggi daripada yang dipimpin
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Kedua mempunyai arti bahwa golongen yang dipimpin memilih
sendiri pemimpin-pemimpinnya. Ketiga kemerdekaan rohani ,
berarti kemerdekasnherfikir dan kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, kemerdekaan berkumpul dan bersidang serta kKemer-
dekaan mengatur hidup dan kehidupan. Keempat semua unsur
tersebut harus sudah menjiwai terhadap golongan yang dipim

pin (rakyat).

Unsur yang pertama dan kedua nampaknya sudah sesual
dengan ajaran al Qur'an, bahwa semua anggota dari pemerine-
tahan itu dipilih dari kamu sekalian. Kemerdekaan rohani
dan persamaan hukum Jjuga sudah sesual dengan ajaran al Qur

an, misalnya seperti ayat :

Sy, 2R /nydjl, Jj\éo/\_)l;—f'_;\/ﬂ

n"Tidak ada paksaan dalam urusan agama, telah Jelas
petunjuk dari kesesatan ". (al Qur'en, 2 : 256)

Dan juga ayat yang berbunyi :

°/'u,v/ 8 //a /
. s—J,ﬁ—wJJ‘JU‘\_)‘ o;:qu&ﬁ‘v 2
"Apabila perselisihan di antara kamu dalam Juatu

permasalahan maka kembalikanlah persoalan itu kepada

Allah dan Rasul". (al Qur'an, &4 : 59)

Ini berarti kebebsan dalam berfikir dan mengeluarka
pendapat, dan juga ayat yang menjelaskan tentang persamaan

yang borbunyi 4
Ve /o)) ot /o/// ‘!. A w ///-

L}—J\“é.ﬂ _):u» _ptju_; thaflkuLLriﬂL;»LJHJiﬁIi

r(\:a:n dnw‘i-fu\ [ 1
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wyahai menusia, sesungguhnya Aku ciptakan kamu seka-
lien dari Jenis laki - laki dan perempuan, dan Kemi Jao
diken kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku - suku
agar supaya kamu saling kenal mengenal, Sesungguhnya
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
orang yang paling tagwa di antara kalian",
( al Gur'an, 49 ;: 13)
Sedang unsur yeng keempat bahwa muayawarah adalah
merupakan yang mendasar dalam syari'at Islam banhkan segala

erscalan umat harus ditempuh dengan jalan musyawarah, se -
P E y

bagaimana ayat yang berbunyi :

.‘_:_,_)l 4 r_%—.M JJ_’—L‘” (‘-‘:'_)-"\3

nSedeng urusan mereks (diputuskan) dengan Jalan

misyawarah®, ( al Qur'an, 42 : 38)
Dalam hubungannya dengan Jjiwa dan semangat musyawearah ini
& = o J

juga dapat di jumpai dalam firman Allah 3

- 1 Vo
SRR U B L
"Dan musyawarahlah dengan mereka tentang urusan itul

s

( al Qurtan, 3 : 109

Kemudian sabda Nabl saw yang berbunyi :
RS LA . H Lo " ) w |\
_5L34J o:/-g),y\ﬂ Lo Jas St dhnkjéﬁjﬂ-an Jf;g

"Dan tangan alleh {berada) di atas, jame'ah dan siapa
yang memisanksn diri aken dipencilkan ke neraka'.
{ Imam Turmudzi, III , <% 3 315 )

Karena pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin, se-
singee setiap perkera yang dijadiken sebagsl hukum bagi me
-yarakat, valk segarang maupun yang akan datang tidax eken
mampu menciptakan kedamealan hiduyp tanpa lewat musyaweran .,

]

( ahmad mustaafa .1 Maraghi, XXV , 1973 : 55 )
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penulis cedrung menamakan sifat musyawarah ini sebagai sifat
lazimah (tetap) bagi kaum muslimin. Umat Islam tidak akan
menangani suatu persoalan maupun melangkah kepada suatu
perbuatan kecuali sebelumnya telah ditempuh dengan Jjalan

musyawarah.

Dengan keterangan ini maka jelaslah bahwa sistem =
hukum al Qur'an dalam lspangan negara dan pemerintashan ada
1lah bersamaan dengan sistem demokrasimenurut pengertian -
sekarang. Atad bisa dikatakan bahwa sistem demokrasi menu
rut pengertian sekarang telah sampai pada perjalanan evolu
sinya kepada sistem ajaran al Qur'an. Karena sistem demok
rasi sekarang telah terdapat perubahan mulai dari Yunati
kuno aebad V sebelum masehi sampai sekarang imi. (DR. Abdur
Rauf SH., 1970 : 228). Tetapi antara demokrasi Islam de -
ngan demokrasi barat atau sekuler terdapat perbedaan prin
sip sehingga tampakm kejas ciri khas daipada demokrasi
Islam , yaitu :

Pertama; Hak-hak memberikan suara, pendapat kepada mereka
orangQorang yang bukan menjadi wakil yang terpilih. Dalam
demokrasi barat tidak diberikan hak ikut bersuara kepada
selain mereka yang terpilih, ditetapkan sebagai wakilnya
sedang dalam demokrasi Islam hak ini diberikan secara luas
sebagaimana yang pernah dipraktekkan Umar bin Khattab yang
tidak hanya membatasi lingkup musyawarah kepada para orang
tua dan wakil-wakil kabilah, bahkan diambilnya pendapat

pemuda-pemuda yang memiliki kecerdasan.



90

Sedang dalam demokrasi barat sebagaimana yang telah dike =
mukakan oleh Abul A'la Al Maududi bahwa hak-hak musyawarah
itu terbatas pada wakil-wakil yang telah dipilih, sehingga
dapat membuat dan memaksakan hukum atas nama mereka dengan
mengesampingkan moral dan etika (karena sekularisasinya ,
berarti pemisahan agama dengan politik). Maka demokrasi itu
_mengarah kepada kepentingan pribadi dan golongan. Inilah
kenyataan yang di hadapi oleh rakyat di megars-negara Ing-
gris, Amerika dan seluruh negara-negara yang mengaku seba
gai pelabuhan demokrasi sekuler, (Abul Afla Al Maududi ,
1960 : 27)

Kedua; dibedakan dalam penggunaan standar ukuran kebenaran
Dalam demokrasi barat, wakil-wakil yamg telah dipilih mem-
punyai otoritassmutlak umtuk menemtukan: musyawarah dan
mufakat, walaupun kadanghkadaﬂgjkeputusan itu justru membe
ri beban dan memimbulkan melapetaka kepada rakyat/kelompok
yang diperintah, Hal ini telah terjadi pada masa kekuasaan
Hitler yang mengatakan bahwa kenaikam diri dan golongannya
dalam perjuangan politik di Jerman adalah berdasarkan de -
mokrasi. (Dr. Abdurrouf SH, 1970 : 202). Sedang dalam
demokrasi Islam semua hasil permusyawaratan di anggap benar
menurut tinjauan Kitabullah dan Sunah Rasul, sebagai mana

firman Allah :

o 2,0l e 2,/ v O s 20
/f)*’)&”buyy,ﬂf 'Qyjbu‘J‘OJyWé( S

°’; /o/ /uo/

~J/\_J”b

o
h

L.«U! b}: NI
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"Kemiidian jika kamu berlainan pendapat tentang sesu
atu,. maka kembalikanlah kepada Allah (al Qur'an) dan
Rasul (as Sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) den lebih baik akibatnya". (al Qur'an, & :59)

Karena ukuran dan nilai-nilai kebenaran di dasarkan

kepada undang-undang kitabullah dam sunah rasul, maka mu =
sywarah yang dituntunkan Islam ini medan pembahasannya ter

batas hanya dalam hal-hal yang belum jelas nashnya haruslah

menggunakan dalil mash tersebut.

Berdasarkan pengertiam ini kedaulatan yang ada dalam
demokrasi Islam adalah kedaulatan tuhan, sebagaimana pelim

pahan- kekuasaan tuhan kepada Nabi Daud yang tercantum dalem

al Qur'an
A7 SN PR €T S e 2oy
J_}Qﬁ jg};,uﬁuld&&\’af){\&%d}u\-’:ubjﬂi
‘./r % it eccdly AT R - o 7]
A b Qe W e 5 iz DV D) A e s M2
| 47 5k

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khal 3=
fah (penguasa) di muka bumi imi, maka berilah keputusm
(perkara) di antara menusia dengai adil dan Jjanganlah
kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan
kamu dari Jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang =
sesat dari jalan Allah akan mendapatkan adzab yang be-
rat, karena mereka melupakan hari. perhitungan", :
(al Qur'an, 38 : 26)

Ayat ini menyimpulkan bahwa Allah mendel egasikan -
kekuasaannya Kepada nabi Daud untuk melaksanakan syari'at
tuhan dengan baik/adil, dan bukan tindakan sewenang-wenang

atas nama wakil tuhan. Karena tugas Daud dalem ayat ini
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hanyalah semata-mata sebagai penyelenggara dari kekuasaan
tuhan. Mak demikianlah halnya dewan musyawarah ( ulil amri)
yang dimakeud dalam demokrasi Tslam ini Juga berfungsi

sebagai penyelenggara daripada kedaulatan tuhan.

laka dengan cermin hukum dari kitabullah dan sunah
Rasul ini terhundarlah lembaga permusyawaratan itu dari
pengaruh individual subjectivism maupun group subjectivism
dan tercapailah dasar kekuasaan yang kokoh yang di sinari

oleh nilai-nilai kebenaran dan moral agama.



